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 DAFTAR PERTANYAAN  

 

1. Bagaimana proses pemungutan pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT 

Bantul ? 

2. Apa sanksi bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telat membayar 

pajak ? 

3. Berapakah presentase jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar 

pajak kendaraan ? 

4. Bagaimanakah pengelolahan sistem pembayaran pajak kendaraan 

bermotor pada UPTD SAMSAT wilayah Kabupaten Bantul  ? 

5. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam proses pemungutan pajak 

Kabupaten Bantul ? 

6. Faktor apakah yang menjadi pendukung dalam proses pemungutan pajak 

Kabupaten Bantul 

7. Bagaimana cara SAMSAT Bantul untuk menarik Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor agar mau membayar Pajak ? 

 


